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RINGKASAN

Untuk dapat membuat suatu peraturan yang sesuajadekehendak
rakyat yang diwakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat el harus dapat
memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyatnkakepentingan dan asprasi
rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah ralggag sangat besar, maupan
karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan, yangsing-masing mempunyai
kepentingan sendiri-sendiri. Dewan Perwakilan Ralyaerah sebagai lembaga
perwakilan rakyat daerah yang diberi amanat meikgéasikan dan
mengagregasikan kepentingan rakyat daerah, juge lt@pat mempertanggung-
jawabkan apa yang menjadi sikap, perilaku, danksep@angnya kepada rakyat,
dalam rangka mejalankan tugas, fungsi, dan kewemangang diberikan
kepadanya, hal ini karena rakyat adalah pemegadgukstan tertinggi negara
(Joko Widodo, 2001:147). Berdasarkan latar belaldiatps, penulis bermaksud
membahas dan menelaah lebih lanjut masalah terskbarin suatu karya tulis
yang berbentuk skripsi dengan judulPARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PROSES LEGISLASI DAERAH KABUPATEN?".

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulisymmgulkan beberapa
permasalahan pokok yaitu: Apakah fungsi legislasivin Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten memberikan ruang partisipasi anakst. Apa saja kendala-
kendala proses partisipasi dan bagaimana solusinya.

Untuk memperoleh sarana yang dikendaki, perlu kaahtetapkan suatu
tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicdaam penulisan skripsi ini
berupa adalah: Untuk mengkaji dan menganalisisepr@artisipasi masyarakat
dalam kaitannya dengan fungsi legislasi Dewan PRadlava Rakyat Daerah
Kabupaten. Untuk mengkaji dan menganalisis kenklahalala proses partisipasi
masyarakat dalam proses legislasi Dewan Perwakkltyat Daerah Kabupaten
serta mencari mencari solusi pemecahannya.

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisatiap karya tulis
ilmiah, agar analisa terhadap objek studi sesuaga® prosedur yang benar

sehingga kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenabjektif dan dapat
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dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penalijiang dipakai dalam skripsi
ini adalah yuridis normatiflégal research Pendekatan masalah yang dipakai
adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang pendekatan
konseptual. Skripsi ini menggunakan dua macam surbbban hukum yaitu,
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. metoaéesis bahan hukum
yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ddatatode deskriptif kualitatif,
yaitu metode yang mendeskripsikan atau menggambagokamasalahan yang
diangkat dalam skripsi ini dan menganalisis perfaasa tersebut berdasarkan
pada bahan hukum yang ada.

Berdasarkan skripsi diatas diperoleh beberapamkesdan. Pertama
Partisipasi masyarakat dalam UU No. 10 tahun 20fistahg Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan diatur pada Bab X p8sgang menyatakan
bahwa masyarakat berhak memberikan masukan sesanaaltau tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan unddageudan rancangan
peraturan daerah. Kedua Budaya "takut” dan "tidadayani” tersebut semakin
diperparah dengan “budaya antikritik” yang kerap ngienggapi birokrasi
pemerintahan. Kritik tidak dianggap sebagai sethettuk partisipasi atas suatu
penyusunan RAPERDA, melainkan sebagai suatu pesolakeningkatkan
pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perunddaggan yang
mengatur tentang mekanisme pembentukan peraturandang-undangan yang
di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat. Nghatkan pemahaman
anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undayagay mengatur tentang
mekanisme pembentukan peraturan perundang-undaggag di dalamnya
melibatkan partisipasi masyarakat. Perlunya peritagk pendidikan dan minat
untuk mengetahui fungsinya sebagai anggota DPRDbidang legislasi.
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perap@i@indang-undangan

yang memberikan hak berpendapat sebagai wujudsipati masyarakat.
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